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Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan guna menjawab 
permasalahan mengenai kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam Putusan 
Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg ditinjau dalam perspektif hukum pidana 
Islam. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang bagaimana kedudukan kesaksian 
anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 623 / Pid. Sus / 2016 / PN. Mlg dan 
bagaimana kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam tinjauan hukum 
pidana Islam. 
 Data yang digunakan dalam penelitan ini dikumpulkan dengan cara 
membaca, mengkaji, dan menelaah teks hukum yang berkenaan dengan 
permasalahan kedudukan kesaksian anak di bawah umur. Kemudian, data tersebut 
dianalisis dengan cara deskriptif dengan bentuk deduktif yaitu menganalisis dari 
permasalahan yang umum kemudian ditarik kepada permasalahan yang khusus. 
 Dalam penelitian ini, didapatkan bahwa kedudukan kesaksian anak di 
bawah umur dalam Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg bukan 
merupakan alat bukti yang sah. Tetapi, keterangan tersebut dapat menjadi 
tambahan alat bukti yang sah lainnya, sebagai petunjuk, dan sebagai penguat 
keyakinan hakim dengan syarat harus terlebih dahulu terdapat setidaknya dua alat 
bukti yang sah lainnya. 
 Dalam pandangan hukum pidana Islam, kedudukan kesaksian anak di 
bawah umur adalah terhadap kesaksian mereka tidak dapat diterima karena 
mereka belum bisa dikenai kewajiban hukum atau belum mukallaf. Selain itu, 
dalam kasus ini adalah seorang anak yang bersaksi atas ibu kandungnya, sedang 
dalam hukum pidana Islam tidak dapat diterima kesaksian anak atas orang tuanya 
atau orang tua atas anaknya.  
  Atas hal tersebut maka, sebaiknya Hakim yang memutuskan perkara 
semacam ini perlu untuk meminta agar didatangkan saksi dewasa, setidaknya dua 
orang saksi dewasa sehingga dapat dibuktikan suatu tindak pidana yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum merupakan panglima dalam hal penegakan keadilan di negeri 
ini, sebab Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang 
berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”1. Atas adanya pasal ini, 
maka terjadi suatu konsekuensi bahwa sebagai negara hukum haruslah 
menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan tempat dan kedudukan 
yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat 
(1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”2. 
Agar segala hal yang berkenaan dengan penegakan hukum dapat 
berjalan dengan baik, maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya lembaga 
penegak hukum. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kewenangan 
untuk melaksanakan penegakan hukummerupakan kewenangan lembaga 
kehakiman, sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
                                                          
1
 UUD NRI 1945, 1 
2
 Ibid., 12 



































Lebih spesifik, mengenai kekuasaan kehakiman diatur secara tersendiri 
oleh Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini bahwa kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 
terselenggarannya Negara Hukum Republik Indonesia. 
Berdasarkan kententuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 
Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi. 
Badan-badan peradilan yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) 
lingkungan badan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan 
wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat 
kedua (tingkat banding), dan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai 
pengadilan tingkat terakhir atau tingkat kasasi.Keempat lingkungan badan 
peradilan yang dimaksud, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata 
usaha negara. 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan 
oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat 
banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang 



































tertinggi atau tingkat kasasi (Pasal 18 jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009). Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 
atau perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah 
wewenangnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009). 
Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang 
dibentuk dengan keputusan Presiden. Susunan pengadilan negeri terdiri dari 
pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita (Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun1986 yang terakhir diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum).
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Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan 
umum yang mengadili perkara dalam tingkat pertama, maka tugas pokok 
pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama adalah menerima, 
memutus dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara pidana 
maka undang-undang yang digunakan dalam beracara ialah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebuah 
perkara pidana dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri seteleh melalui 
serangkaian tahap yang telah ditentukan. Mulai dari tahap penyelidikan (BAB 
14 KUHAP) sampai pada penuntut umum melimpahkan perkara ke 
                                                          
3
Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia(Jakarta : Sinar Grafika. 2015), 93. 



































pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut 
disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). 
Kemudian ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang 
dilimpahkan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau 
tidak, seperti bunyi Pasal 147 KUHAP yang berbunyi: “Setelah pengadilan 
negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua 
mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang 
dipimpinnya.” 
Kemudian ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan 
menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari 
sidang, seperti yang terdapat dalam Pasal 152 KUHAP yang berbunyi: 
“Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan 
berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan 
menunjuk hakim yang akan meyidangkan perkara tersebut dan hakim yang 
ditunjuk itu menetapkan hari sidang.” 
Dalam hal pemeriksaan perkara dalam persidangan, KUHAP 
membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan.Pertama, 




Pemeriksaan sidang pengadilan perkara biasa dalam proses 
persidangannya diawali dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, 
                                                          
4
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia(Jakarta : Sinar Grafika. 2009),238. 



































kemudian pembacaan eksepsi, proses pembuktian, penuntutan, pembelaan, 
dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim. 
Dalam proses pembuktian para pihak dipersilahkan untuk mengajukan 
alat bukti bukti untuk membuktikan benar atau tidaknya peristiwa pidana telah 
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dan terdakwalah pelaku 
tindak pidana, sehingga harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatan 
itu. 
Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah: 
5
 
a. Yang pertama adalah sistem pembuktianwettelijk atau menurut undang-
undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan 
tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. 
b. Yang kedua adalah sistem pembuktian negatif karena adanya jenis-jenis 
dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu 
belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang 
terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat 
menimbulkankeyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu 
benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan 
tindak pidana tersebut. 
Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah: 
1. Keterangan saksi; 
                                                          
5
 P. A. F. Lumintang dan Theo Lumintang, Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum 
Pidama & Yurisprudensi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 408 – 409. 



































2. Keterangan ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan terdakwa. 
Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang 
sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:
6
 
1. Syarat formil 
Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan 
memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah 
sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh 
digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah lainnya. 
2. Syarat materiil 
Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah 
sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis) karena tidak memenuhi 
syarat materiil, akat tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah 
cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. 
Dalam hal sebagaimana yang terdapat dalam syarat formil, bahwa 
suatu kesaksian haruslah di bawah sumpah, KUHAP juga menentukan lain 
tentang hal ini. Bahwa, terdapat pengecualian yang diperbolehkan 
memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu sebagaimana diatur dalam 
Pasal 171 KUHAP adalah, 
                                                          
6
Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar(Jakarta : Kencana 
Prenadamedia Grup. 2014), 239. 



































a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah 
kawin. 
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
ingatannya baik kembali. 
Untuk masalah keterangan yang diberikan tanpa sumpah, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP, terhadap keterangan yang 
diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi 
meskipun bukan merupakan alat bukti yang sah dalam penjelasan Pasal 
171 telah disebutkan bahwa nilai pembuktian dalam keterangan itu dapat 
dipakai sebagai “petunjuk”7. 
Dengan demikian maka selanjutnya, bagaimana pandangan Hukum 
Pidana Islam mengenai kesaksian anak dibawah umur? Mengenai hal ini, 
terdapat beberapa dalil mengenai pembuktian dengan alat bukti kesaksian 
diantaranya yang ada dalam Alquran surah Albaqarah ayat 282, 
                              
                                 
                     
                           
                            
                                                          
7
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 293. 



































                   
                         
                    
               
282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 
Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 
di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
8
 
Adapun mengenai kesaksian anak di bawah umur Qatadah 
meriwayatkan, dari Hasan, dia mengatakan, bahwa Ali bin Abu Thalib 
                                                          
8
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta 
Aksara, 1993), 70. 



































berkata, kesaksian anak-anak terhadap anak-anak dibolehkan, begitu pula 
kesaksian budak terhadap budak.
9
 
Uraian di atas menjelaskan bahwa kesaksian anak-anak terhadap 
anak-anak yang lain dibolehkan, kemudian bagaimana dengan kesaksian 
anak-anak terhadap orang yang lebih tua seperti halnya kasus dalam 
Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg? Hal ini lah yang membuat 
penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam 
terhadap Kesaksian Anak di Bawah Umur. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi masalah 
Dalam latar belakang masalah yang telah disampaikan 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan 
skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kesaksian 
Anak di bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / 
PN. Mlg)” yaitu : 
a. Konsep alat bukti keterangan saksi menurut hukum pidana di 
Indonesia dan hukumpidana Islam. 
b. Kedudukankesaksiananak di bawah umur dalam Putusan Nomor 623 / 
Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg. 
                                                          
9
Ibnu Qayyim Al -Jauziyah, Al-Thuruq al-Khukmiyah fi al- Siyasah al- Syar’iyyah, Terjemah 
Adnan Qohar dan  Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, 294. 



































c. Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 
2016 / PN. Mlg. 
d. Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap kedudukan kesaksian 
anak di bawah umur dalam Putusan Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 
2016 / PN. Mlg. 
2. Batasan masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang masih luas dan 
sangat umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini 
sebagai berikut : 
a. Kedudukankesaksiananak dibawah umur dalam Putusan Nomor 623 / 
Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg. 
b. Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap kedudukan kesaksian 
anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. 
Mlg. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, 
serta agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa 
masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam Putusan 
Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg tentang eksploitasi ekonomi 
terhadap anak? 
2. Bagaimana kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam tinjauan 
hukum pidana Islam? 




































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.
10
 
Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini memang bukanlah 
permasalahan yang baru, tetapi pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini 
bukanlah merupakan jiplakan dari skripsi terdahulu, hal ini dikarenakan 
pembahasan yang ada dalam skripsi ini dengan yang ada dalam skripsi 
terdahulu adalah pembahasan yang berbeda.  
Sejauh penelusuran penulis, Penelitian tentang keterangan saksi anak 
dibawah umur masih sangat jarang dibahas di kampus UIN Sunan Ampel 
Surabaya terlebih yang fokus penelitiannya berkaitan dengan kekuatan 
pembuktian. Dalam penelusuran penulis, penulis menemukan judul skripsi 
sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pernah 
dibahas oleh Maria Ulfah dengan judul ”Pandangan Hukum Islam tentang 
Sanksi Hukum Atas Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam 
Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak”. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku 
tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak yang dikaji dengan 
menggunakan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya : t.p., 
t.t.), 8. 



































Perlindungan Anak, ditinjau dari hukum Islam secara umum dan bukan dari 
perspektif hukum pidana Islam. Dan, skripsi ini tidaklah membahas tentang 
kekuatan pembuktian dengan saksi anak di bawah umur. 
Selanjutnya, terdapat pula skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih 
Mur𝑎 fa’𝑎 ttentang Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan : Studi Putusan 
Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby”merupakan skripsi yang ditulis oleh Naily 
Hidayati pada tahun 2014 yang membahas tentang bagaimana kekuatan saksi 
verbalisan menurut Putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby serta bagaimana 
kekuatan saksi verbalisan ditinjau dari fikih Mur𝑎 fa’𝑎 t.11 
Penelitian tentang “Tinjauan Fiqih Mur𝑎 fa’𝑎 tterhadap Penggunaan 
Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan 
Negeri Bangkalan : Studi Analisis Putusan Nomor 
216/Pid.B/2012/PN.Bkl.
12
Skripsi yang ditulis pada tahun 2014 oleh Lailatul 
Khoiriyah ini membahas tentang penggunaan saksi mahkota dalam tindak 
pidana perjudian menurut Putusan Nomor 216/Pid.B/2012/PN.Bkl serta 
penggunaan saksi mahkota tersebut ditinjau pula dari fikih Mur𝑎 fa’𝑎 t. 
Selanjutnya, penelitian tentang “”Kekuatan Alat Bukti Saksi yang 
Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian 
                                                          
11
Naily Hidayati, “Tinjauan Fikih Mur𝑎 fa’𝑎 t tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan : 
Studi Putusan Nomor 2822/pid.b/2012/PN.Sby” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2014). 
12
Lailatul Khoiriyah, “Tinjauan Fiqih Mur𝑎 fa’𝑎 t Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Dalam 
Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan : Studi Analisis Putusan 
Nomor 216/Pid.B/2012/PN.Bkl” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 
2014). 



































dalam Keluarga : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta”13 Skripsi yang 
ditulis pada tahun 2008 oleh Grace Suliestiowati ini membahas tentang 
bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan 
darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga serta 
apa saja yang menjadi hambatan dalam pembuktian dengan menggunakan alat 
bukti tersebut. 
Dari semua judul skripsi di atas penulis belum menemukan skripsi 
yang menyinggung mengenai kesaksian anak di bawah umur, sehingga dapat 
dikatakan bahwa judul ini berbeda dengan judul yang telah dipaparkan di atas. 
Sehingga, Penulis mencoba untuk mengkaji perihal permasalahan kedudukan 
kesaksian dibawah umur. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Setiap penulisan karya ilmiah pastilah memiliki maksud dan tujuan 
penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini 
bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam 
Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg. 
2. Untuk mengetahui kedudukan kesaksian anak di bawah umjur dalam 
tinjauan hukum pidana Islam. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
                                                          
13
Grace Suliestiowati, “Kekuatan Alat Bukti Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan 
Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 
Surakarta” (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008). 



































Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan teoritis (keilmuan) 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan serta pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, mengenai kedudukan 
kesaskian anak di bawah umur khususnya dalam sebuah kasus tindak 
pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur. 
2. Kegunaan praktis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi 
yang diperlukan bagi mahasiswa hukum mengenai kedudukan kesaksian 
anak di bawah umur. Serta diharapkan pula dapat memberi masukan 
terhadap penegak hukum supaya didapatkan suatu keputusan yang seadil-
adilnya yang diambil penegak hukum demi terciptanya suasana yang 
menjamin kepastian hukum. Dengan demikian akan tercipta hukum yang 
berasaskan keadilan.  
 
G. Definisi Operasional 
Untukmenghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 
ini, serta untuk mempermudah memahami istilah dalam judul skripsi ini, 
penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 
sebagai berikut :  



































1. Hukumpidana Islam : hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum 
pidana materil serta pelaksanaan hukum pidana formil (acara pidana) 
sesuai ketentuan Islam yang didapatkan berdasarkan pendapat ulama-
ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab al-Thuruq al-
Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, pendapat Wahbah Az-zuhaili 
dalam kitab Fiqih islam wa adillatuhu jilid 8. 
2. Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg. : adalah Putusan 
Pengadilan Negeri Malang tentang tindak pidana menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak. 
3. Kesaksian anak di bawah umur : Pengertian keterangan saksi menurut 
Pasal 1 Angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan yang 
dimaksud anak di bawah umur menurut Pasal 171 Huruf (a) adalah anak 
yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. 
Dari dua pengertian tersebut, maka yang dimaksud kesaksian anak di 
bawah umur adalah suatu keterangan yang diberikan oleh anak di bawah 







































H. Metode Penelitian 
Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, penulis menggunakan 
beberapa metode penelitian sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan 
Penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka yaitu meneliti 
dengan cara mengkaji serta menelaah sumber-sumber tertulis seperti 
putusan, undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel dan lain 
sebagainyayang berkaitan dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi 
anak di bawah umur, sehingga ditemukan data yang konkrit dan akurat. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data hukum yang mempunyai otoritas 
(autoritatif).
14
 Yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah 
data mengenai kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam 
Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mlg. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 
merupakan dokumen yang tidak resmi.
15
 Dan yang dimaksud dengan 
data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang mekanisme 
pembuktian terutama dengan menggunakan alat bukti saksi dalam 
sidang di Pengadilan. 
2. Sumber data 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 47. 
15
Ibid., 54. 



































Sebagai acuan atau bahan pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini, maka Penulis menentukan sumber-sumber 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri 
Malang Nomor  623 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mlg. 
b. Sumber sekunder adalah yang diperoleh melalui bahan pustaka yang 
memberi penjelasan terhadap sumber primer.
16
 Sumber sekunder 
terdiri atas hasil penelitian para ahli dan pendapat ahli hukum, buku-
buku seperti Pengantar Hukum Indonesia karya Umar Said Sugiarto, 
Hukum Acara Pidana Indonesia karya Andi Hamzah, Hukum Acara 
Peradilan Islam karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, serta buku-buku lain 
maupun literatur yang berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi 
anak di bawah umur, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan 
masalah alat bukti keterangan saksi anak di bawah umur, dan hasil 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi 
anak di bawah umur, maupun bahan dari media massa atau internet.  
3. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan 
hukumdengan tahapan membaca, menelaah, dan menganalisa sumber-
sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 
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Ibid.,23. 



































bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 
resmi, publikasi, dan hasil penelitian. 
Selanjutnya datayang telah diperoleh tersebut diselaraskan 
berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, dan kemudian 
dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif. 
 
4. Teknik pengolahan data 
Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan cara : 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali data secara cermat tentang 
kelengkapan, relevansi, serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang 
telah dihimpun berkaitan dengan kedudukan kesaksian anak di bawah 
umur berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam dan Putusan Nomor 
623/Pid.Sus/2016/PN. Mlg. sehingga rumusan masalah dapat dijawab.  
b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka 
paparan yag lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga 
dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif. 
c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari 
perorganisasian data dengan menggunkan kaidah atau dalil sehingga 
diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut 
menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. 
5. Teknik analisis data 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis 
deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan 



































gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-
fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat 
dipahami dengan mudah.
17
 Langkah yang ditempuh penulis selanjutnya 
ialah mendeskripsikan kekuatan alat bukti keterangan saksi anak di bawah 
umur yang digunakan hakim kemudian ditinjau dengan Hukum acara 
pidana Islam.  
Metode yang digunakan dalam menganilisis data dalam skripsi ini 
menggunakan metode deduktif, yaitu data yang diperoleh secara umum 
yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Gambaran 
umum mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi anak di bawah umur 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum 
acara pidana Islam. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penulis dan 
pembaca dalam memahami karya ini. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan 
dalam pembahasan karya ini penulis menggunakan sistematika pembahasan 
sebagai berikut: 
Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, 
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 
definisi
 operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian(Jakarta: UI Press, 1993),71. 



































Bab dua membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
kesaksian anak di bawah umur. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang 
pengertian anak dalam Islam. Kedudukan kesaksian anak dibawah umur 
menurut hukum pidana Islam. 
Bab tiga membahas tentang kedudukan kesaksian anak di bawah umur 
dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. Dalam bab ini akan 
diuraikan mengenai kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam putusan 
tersebut. 
Bab empat berisi tentang analisa kedudukan kesaksian anak di bawah 
umur dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. ditinjau dari 
perspektif hukum pidana Islam. 
Bab lima, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Di sini penulis akan 
memberikan jawaban dari pokok permasalahan dan solusi penyelesaiannya.




































KEDUDUKAN KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM 
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang 
berarti sesuatu  yangmenyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti‛ 
jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, 
“perbuatan”‚ “cara membuktikan”,18 secara terminologi pembuktian  




Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “al- 
bayyinah” yang artinya suatu yang menjelaskan.20 Secara etimologis 
berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak 
(benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang 
pengadilan. Ulama fiqih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan  
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Anshoruddin,  Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan  Hukum  Positif, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 25. 
19
M.Marwan & JimmyP.,KamusHukum, (Surabaya: RealityPublisher,2009),496. 
20
Sulaikhan  Lubis, HukumAcaraperdataPeradilanAgamadiIndonesia,(Jakarta: Kencana 
PrenadaMediaGroup, 2005),135. 
21
 AbdulAzizDahlan, EnsiklopediHukumIslam,(Jakarta:IcthtiarBaruVanHoeve, 1996),207. 



































Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan 
dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti 
memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang  
dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang 
dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.22 
Dari pengertian di atas, pembuktian dalam arti luas tersebut 
menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim 
semaksimal mungkin. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki 




a. “Yaqiin”: meyakinkan, yaitu hakim benar-benar yakin (terbukti 
100%). 
b. “Z>>> {ann”: sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk 
membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%) 
c. “Syubhat”: ragu-ragu (terbukti 50%) 
d. “Wahm”: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada 
adanya (terbukti <50%), maka pembuktiannya lemah. 
Dalam arti terbatas sebagaimana tersebut di atas, yaitu bahwa 
pembuktian baru diperlukan apabila yang dikemukakan oleh 
penggugat dibantah oleh tergugat, suatu pembuktian memerlukan 
adanya dalil. Ini berarti bahwa hal-hal kebenaran tidak dibantah oleh 
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tergugat tidak perlu dibuktikan. Dalil dalam Hukum Islam 




Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat 
gugatannya dalam dua hal. Pertama, apabila tergugat menolak gugatannya 
seluruh atau sebagian, dan tidak dapatmembawakan bukti perlawanannya 
atau dapat membawa bukti perlawanannya tetapi tidak dapat diterima. 
Kedua, apabila telah mengakui seluruh isi gugatan, tetapi penggugat 
menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain 
selain orang yang mengaku tersebut.
25
 
Bukti, secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang 
menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, 
atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya 
untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Alquran menyebut 
pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan 
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2. Dasar Hukum Pembuktian 
Dalam pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-
bukti yang otentik.
27
 Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain 
pada firman Allah Swt, surah Albaqarah ayat 282, yang berbunyi: 
…                       
                       … 
…                     
           
Artinya: … Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil…28 
 
… Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang 
demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 




Firman Allah dalam surah Almaidah ayat 106 yang berbunyi: 
                              
       … 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang 
kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di 
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Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta 
Aksara, 1993). 
29
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta 
Aksara, 1993). 



































antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan 
kamu…30 
 
Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang 
sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para 
pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-
saksi yang dipandang adil.
31
 
Perintah untuk membuktian ini juga didasarkan sabda Nabi 
Muhammad saw yang berbunyi: 
 َا َ   َبَّص َ َ  ِبْ َص َ  ُبَّصا   بَّص  بَّ ِبَّلا  بَّ َ  ٍا بَّ  َ  ِبْا   ِ َ : ٌا َن   َبََّد  بْ ُه  َوبْ َدِا ُا بَّلا   َطبْع ُي بْوَا
 ِبْ َص َ   َبَّد ُبْا   َص َ َ بْ  ِ َبْا  بَّ  َِا َ بْ َُا َو بْأ َ ٍا  َِ  َا َأِد .
Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya 
diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah 
manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa 





Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa 
yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus 




Tidak hanya pada Alquran dan hadits Nabi saja, perintah 
membuktikan suatu perkara juga terdapat dalam Ijmak ulama. Perintah 
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untuk membuktikan berdasarkan ijmak, yaitu surat Umar bin Khathab 
kepada Abu Musa al-Asy‟ari, antara lain berbunyi:34 
 بَّلاِإ َ ، ِِّقَِبِ  َُا َت بْذَخ َ ًةَلِّ  َاَرَض بْح َ بْ  ََف  ِبْ َِا  بْيِهَتبْل َي  ًدََأ  ًةَلِّ  َا بْ َ    ًِئ َغ  ًّقَح بْ  َبَّد   ِ َِا بْلَع بْ  َ
 ِ بْ َعبِْصا  َص بْ  َ ِّ بَّلِصا   َبْ َن   َِا َ بَّ  َِف  ِبْ َص َ َةبَّ َضَقبْا   َبْصَص بْ َت بْ   .
Artinya: Jadikanlah pedoman olehmu bahwa barangsiapa mengaku 
memiliki suatu hak yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu 
keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. 
Kemudian jika dia mengajukan bukti maka hendaklah engkau 
memberikan hak kepadanya. Jika dia tidak mampu menunjukkan 
bukti maka dia tidak berhak. Sebab yang demikian itu lebih mantap 
dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi. 
 
Hal ini berarti apabila penggugat tidak mampu membuktikannya 
maka gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.
35
 Keterangan diatas 
diperkuat oleh kaidah Fikih. 
Berdasarkan kaidah: 
 ِةبَّأِّذا   َُا َر َا ُلبْ  ََ  .





Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan 
kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal 
segala urusan itu diambil dari yang lahirnya maka wajib atas orang yang 
mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk membuktikan 






Imam Musbikin, Qawa’id Al Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 54. 







































 ِلبْ َ بْ   ِا َقبْ ا ِ ِ ُ بْ  ِ َبْا َ ِرِه بَّلا  َ  َِخ ِت  َبْ ِ ِ ُةَلِّ  َ بَْا  .
Artinya: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan 
keadaan dzohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.
38 
Kaidah ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang 
berbunyi: 
 ِبْ َص َ بْ  َبَّدُ
 بْ   َص َ ُ بْ  ِ َبْا َ بْ  ِبَّد ُبْا   َص َ ُةَلِّ  َ بَْا  .
Artinya: Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat.
39
 
Hadist ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya 
penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan 
sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban 
atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah.
40
 
3. Macam-Macam Alat Bukti 
Alat bukti atau hujjahadalah sesuatu yang membenarkan gugatan. 
Fuqoha berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:
41
 
a. Ikrar (pengakuan). 
b. Syahadah (kesaksian). 
c. Yamin (sumpah). 
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Muhammad Nashiruddin Al- albani, Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab 









































d. Nukul (menolak sumpah). 
e. Qasamah (bersumpah 50 orang). 
f. Ilmu al-Qadhi (pengetahuan hakim). 
g. Qarinah (alat bukti petunjuk). 




a. Dengan ikrar 
b. Dengan kesaksian 
c. Dengan sumpah 
d. Dengan dokumen resmi yang mantap 
Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat 
dipergunakan di hadapan majelis hakim. Namun tidak semuanya diterima 




a. Kesaksian (syahadah) 
b. Ikrar (pengakuan) 
c. Sumpah 
d. Nukul (penolakan sumpah) 
e. Qarinah (petunjuk) 
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B. Saksi dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Saksi 
Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan sya>hid (saksi 
lelaki) atau sya>hidah(saksi perempuan) yang terambil dari kata 
musya>hadahyang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi 
saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.
44
 
Sedangkan menurut syara kesaksian adalah pemberitaan yang pasti 
yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau 
dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah 
tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan 
hak seseorang atas orang lain dengan lafat kesaksian di depan sidang 




2. Dasar Hukum Saksi 
Kesaksian hukumnya adalah fardu „ain bagi orang yang 
memikulnya bila dipanggil untuk itu dan kekhawatiran kebenaran akan 
hilang.
46
 Bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran 
meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena firman Allat Swt dalam 
surah albaqarah ayat 282 dan 283. 
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...      ... 
Artinya: ... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki 
diantara kalian ... 
...               ... 
Artinya: ... Janganlah kamu sembunyikan persaksian; dan barang 





Di dalam hadits shahih. 
  ًأبْوُصبْلَأ بْ َ    ًِا َظ َك َخ َ بْرُصبُْن 





Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu 
menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik pada badan, 
kehormatannya, hartanya ataupun keluarganya, karena firman Allah 
Ta‟aala dalam surah albaqarah ayat 282. 
...     ...   
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Apabila saksi jumlahnya banyak dan tidak 
dikhawatirkankebenarannya akan disia-siakan, maka kesaksian pada saat 
yang demikian menjadi sunnah, sehingga bila seorang saksi terlambat 
menyampaikannya tanpa alasan maka dia tidak berdosa. Apabila 
persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas persaksian 
itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk 
menyampaikannnya, maka dia boleh  mengambil ongkos perjalanan 
tersebut. Akan tetapi  bila kesaksian itu tidak ditentukan, maka saksi boleh 
mengambil upah dari kesaksiannya.
50
 
3. Syarat-Syarat Saksi 
Secara garis besar ada lima syarat-syarat diterimanya persaksian, 
yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. 





Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat 
dalam  penerimaan kesaksian saksi.
52
 Berdasarkan firman Allah dalam 
surah altalaq ayat 2: 
 ...   ... 
Artinya: ... Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah...
53
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Kemudian fuqaha berselisih pendapattentang pengertian adil. 
Jumhur fuqaha berpendapat bahwa adil merupakan suatu sifat 
tambahan atas keislaman. Yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara‟ 




Menurut Abu Hanifah, adil itu cukup dengan lahirnya Islam, 
dan tidak diketahui adanya cela padanya.Silang pendapat disebabkan 
oleh keraguan mereka tentang mafhum kata “adil” yang menjadi 
bandingan dari kata “fasik”. Demikian itu karena fuqaha sepakat 
bahwa kesaksian orang fasik itu tidak dapat diterima.
55
Berdasarkan 
firman Allah dalam surah alhujarat ayat 6: 
             ...     
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 





Tetapi fuqaha tidak berselisih, bahwa kesaksian orang yang 
fasik tersebut dapat diterima, apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika 
kesaksian itu terjadi sebelum melakukan qadzaf. Sebab, menurut Abu 
Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. 
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Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat taubatnya diterima.
57
Silang 
pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap firman 
Allah surah alnur ayat 4: 
...                   
Artinya: … dan janganlah kamu terima kesaksian mereka 
selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali 





Yakni apakah pengecualian dalam ayat tersebut kembali 
kepada penggalan  kalimat yang  paling dekat atau kepada seluruh 
kalimat. Kecuali dalam hal-hal yang ditakhsis oleh Ijmak, yaitu bahwa 




Fuqaha sepakat bahwa kedewasaan menjadi syarat untuk hal-
hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian mereka 
berselisihtentang kesaksian anak-anak, sebagian mereka atas sebagian 
yang lain, dalam kejahatan pelukaan dan pembunuhan.
60
 
Jumhur Fuqaha Amshar menolak kesaksian mereka, Karena 
telah menjadi Ijma‟ bahwa diantara syarat seorang  saksi  adalah  adil,  
dan  diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu kesaksian anak-
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anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan 
hanya merupakan suatu petunjuk, menurut pendapat Malik. Karena itu 
dalam kesaksian anak-anak, Malik mensyaratkan agar mereka tidak 




Fuqaha sepakat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya 
kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir 
tidakdibolehkan. Kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh 
para ulama, seperti pemberi wasiat dalam berpergian.
62
 berdasarkan 
firman Allah dalam surah almaidah ayat 106: 
                            
                          .
.. 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah 
seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan 
berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua 
orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang 
berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan 




Menurut Abu Hanifah, yang demikian itu diperbolehkan 
berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah. 
Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟i tidak 
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Kemerdekaan, menurut fuqaha Amshar kemerdekaan menjadi 
syarat diterima tidaknya kesaksian. Menurut fuqaha‟ Zahiri, kesaksian 
seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyaratkan 
itu hanyalah keadilan. Masalah kehambaan tidak berpengaruh pada 
penolakan kesaksian, kecuali apabila hal ini telah ditetapkan oleh 
Kitabullah, al-Sunnah, atau ijmak. Seolah jumhur fuqaha berpendapat 
bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, karena itu harus 




e. Keraguan terhadap iktikad baik 
Mengenai diragukannya iktikad baiknya yang disebabkan oleh 
faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut 
berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian.Kemudian Fuqaha berselisih 
pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang yang adil 
karena diragukan iktikad baiknya, yang hal itu disebabkan oleh faktor 
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Dalam hal ini Fuqaha Amshar menolaknya. Hanya saja, dalam 
beberapa perkara tertentu, mereka sependapat untuk memakai 
keraguan terhadap iktikad baik itu, dan dalam beberapa perkara yang 
lain menggugurkannya. Dalam beberapa perkara mereka juga 




Mengenai hal ini, jumhur fuqaha berpegangan pada sebuah 
hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Nabi saw. Bahwa beliau 
bersabda: 
 َ بْ َِلظَلا َ  ٍبْصَخ  َُد َهَش ُل َ بْق َُتلا
Artinya: Kesaksian seorang musuh tidak diterima, dan 




Dan hadis yang dikeluarkan oleh Abud Dawud dari sabda Nabi saw.: 
 ىٍّ ِرَضَح  َص َ ىٍّ  ََِدا  َُد َهَش ُل َ بْق َُتلا 





Demikian itu karena orang desa tidak banyak menyaksikan 
peristiwa yang terjadi di kota. Itulah pegangan mereka dari segi 
riwayat. Sedang dari segi pemikiran, penolakan kesaksian tersebut 
karena diragukan iktikad baik akan berpengaruh terhadap hukum-
hukum syarak sebagaimana kesepakaan mereka, bahwa orang yang 










































membunuh itu tidak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, 
dan orang perempuan yang ditalak tiga kali dalam keadaan sakit tidak 
mendapat warisan, meski yang terakhir ini masih diperselisihkan.
70
 
Sedangkan golongan kedua, yakni Syuraih, Abu Tsaur, dan 
Dawud, berpendapat, kesaksian ayah terhadap anaknya itu dapat 
diterima (terlebih lagi terhadap orang selain ayah) apabila ayah 
tersebut adil.
71
 Dalam hal ini mereka berpegangan pada firman Allah 
Surat al-Nisa ayat 135: 
                           
  ... 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang 
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena 





Perintah mengerjakan sesuatu menghendaki dicukupkannya 
sesuatu yang diperintahkan itu sudah cukup, kecuali hal-hal yang 
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4. Macam-Macam Saksi 
a. Saksi satu orang laki-laki tanpa dikuatkan dengan sumpah salah satu 
pihak berperkara  
menurut Ibnu Qayyim al-Juaziyyah bahwa keterangan saksi 
satu orang tidak boleh dikesampingkan apabila hakim mengetahui 
kejujuran saksi tersebut. Hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan 
berdasarkan kesaksian satu orang itu. Namun jika hakim berpemdapat 
perlu meneguhkan pembuktian tersebut dengan sumpah maka hal itu 
dapat dilaksanakan tetapi itu bukan sumpahdecissoar yang  imperative  
hakim menjatuhkan putusannya. NabiMuhammad Saw ketika 
memutus perkara berdasarkan keterangan saksi satuorang laki-laki dan 
sumpah, sumpah tidak dijadikan sebagai sumpah decissoir, melainkan 




b. Saksi satu orang laki-laki dikuatkan dengan sumpah 
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Allah Swt tidak 
mengharuskan para hakim supaya tidak menjatuhkan keputusan 
kecuali dengan dasar keterangan dua oirang saksi, akan tetapi Allah 
Swt memerintahkan yang mempersaksikannya dihadapan dua orang 
saksi atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. 
Itu tidak berarti menunjukkan hakim tidak boleh menjatuhkan 
keputusannya berdasarkan keterangan saksi kurang dari itu. Nabi 
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Muhammad Saw pernah menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan 
satu orang saksi dan sumpah dan juga pernah hanya berdasarkan 
keterangan satu orang saksi semata.
75
 
Rasulullah saw pernah memutus perkara dengan saksi satu 
orang laki-laki dikuatkan dengan sumpah, dasar hukumnya adalah: 
 ٍدِه َش َعَأ َ ِ بْ  ِ َا ِا  َض َ  َبَّص َ َ  ِبْ َص َ  ُبَّصا  يبَّص َ  ِبَّصا  َابْو ُ َ بَّ   ٍا بَّ  َ  ِبْا  بْ  َ
 
Artinya: Rasulullah saw memutus berdasarkansumpah disertai 




c. Saksi non muslim  
kesaksian non muslim terhadap orang Islam menurut 
kesepakatan fuqaha tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian 
orang Islam terhadap non muslim ada dua pendapat. Menurut ulama 
Hanafi boleh, sedangkan menurut fuqoha lainnya tidak boleh.
77
 
d. Saksi Istifadlah (berita tersebar/testimonium de auditu)  
Adapun yang dimaksud dengan khabar istifadlah ialah berita 
yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang 
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Mengenai saksi istifadlah dalamhukum acara Islam berbagai 
macam pendapat antara lain sebagai berikut, Imam Syafi‟i 
memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi istifadlah 
dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, 
memrdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim,  
mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah, keadilan seseorang, 
cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang 
dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hakmilik 
seseorang.Sedangkan Imam Abu  Hanifah berpendapat bahwa saksi 
istifadlah itudapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu: 
pernikahan, persetubuhan (zina), nasab, kematian dan diangkatnya 
seseorang menjadi hakim dalam satu wilayah. Imam Syafi‟i 
mengemukakan bahwa saksi istifadhoh itu hanya dapat dipergunakan 
dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian, 




Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa saksi istifadlah 
adalah merupakan suatu cara dari cara-cara pengetahuan yang 
meniadakan kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih 














































e. Saksi wanita 
wanita-wanita Arab dahulu karena sama sekali tidak bergaul 
dengan laki-laki maka mereka mempunyai pengalaman yang sedikit 
sekali. Oleh karenanya agama Islam hanya membolehkan persaksian 
wanita dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh wanita saja dan 
persaksiannya dipandang setengah dari persaksian laki-laki dalam 
bidang perdata, termasuk di dalam masalah perekonomian.
81
 
Keadaan-keadaan yang membolehkan wanita menjadi saksi 
tanpa disertai laki-laki adalah dalam perkara-perkaraa yang tidak dapat 
dilihat oleh laki-laki, dalam masalah seperti ini semua madzhab 
menerima persaksian wanita. Di anatara hal-hal tersebut yaitu saat 
kelahiran bayi, cacat yang ada di tubuh seorang wanita, keperawanan, 
hilangnya keperawanan, menstruasi,susuan dansejenisnya. Maka 




Sedangkan dalam hal-hal selain tersebut  diatas, Imam Malik 
berpendapat bahwa boleh diterima persaksian dua orang wanita asal 
dikuatkan oleh sumpah si penggugat dalam bidang perdata. Imam 
















































C. Kesaksian Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Menurut hukum Islam kesaksian (syahadah) itu diambil dari kata 
musyahadah. Yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang 
yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan 
dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia 




Dikatakan pula bahwa kesaksian (syahadah) berasal dari kata i„laam 
(pemberitahuan.) firman Allah Ta‟aala dalam surah ali imran ayat 18: 
 ...      ... 





Di sini arti kata syahida adalah ‘alima (mengetahui). Syahid adalah 
orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya sebab dia 
menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.
86
 
Dalam hukum pidana Islam, semua ahli fiqih mensyaratkan seorang 
saksi harus berakal dan baligh, oleh karena itu, disepakati kesaksian seorang 
yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila, orang 
yang mabuk, dan anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak bisa dipercayai. 
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Kesaksian anak kecil yang belum baligh juga tidak bisa diterima sebab dia 
belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan.
87
 
Selain itu, sifat adil juga merupakan syarat peneriman kesaksian, 
maka baligh dan berakal juga termasuk syarat sifat adil. Oleh karenanya, 




Dalam hal ketentuan dewasa, dalam Islam diberikan batasan usia lima 
belas tahun. Patokan ini berdasarkan pada hadits Nabi saw 
 ِا َتِقا   ِ ٍدُُح   َبْو َي  ص     ص  ا  ل  ا  َاو ُ َ  ِ ََر َ , ًةَل َ  ََر بْل َ ََعابْ َ   ُبْا   ََن َ
 ِبْ ُِ  بْ َص َف , َِا  َ َـ َف ًةَل َ  ََر بْل َ َ بْ َ  ُبْا   ََن َ  َِدبَْلا   َبْو َي  ِ ََر َ َ  
Artinya: aku menawarkan diri kepada Rasulallah saw untuk menjadi 
tentara perang Uhud, usiaku 14 tahun. Beliau tidak mengizinkanku. 




Ulama seperti Asy-syafi‟i, Abu Hanifah, dan Ahmad menurut salah 
satu dari dua riwayat darinya, berpendapat menolak secara mutlak kesaksian 
anak di bawah umur.
90
 Imam Malik membolehkan kesaksian anak-anak 
dalam hal penganiayaan, selagi tidak berselisih, hal ini juga dibolehkan oleh 
Abdullah bin Zubair. 
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Qatadah meriwayatkan, dari Hasan, dia mengatakan, bahwa Ali bin 
Abu Thalib berkata, kesaksian anak-anak terhadap anak-anak dibolehkan, 
begitu pula kesaksian budak terhadap budak.
92
 
Termasuk persoalan yang disepakati oleh fuqaha adalah ditolaknya 
kesaksian seorang ayah terhadap anaknya, dan kesaksian seorang anak 
terhadap ayahnya. Begitu pula tentang kesaksian seorang ibu terhadap anak 
lelaki dan anak lelaki terhadap ibunya.
93
 Karena hadist yang diriwayatkan 
oleh Sayyidah „Aisyah bahwa Nabi saw. Bersabda: 
 ِ ِص بْ  ُبَْا   ِبْ ِخ َ  َص َ ٍر بْ ِغ   َِلا َ ٍةَِلئ َخَلا َ  ًِئ َخ  ََد َهَش ُل َ بْق َُتلا . ِِدِاَوِا ِدِاَوبْا   َُد َهَشَلا َ ِدِاَوبْا   َُد َشَلا َ .
Artinya: Tidak diterima kesaksian orang yang berkhianat baik laki-
laki atau perempuan, tidak pula diterima kesaksian orang yang 
menyimpan kebencian terhadap saudaranya yang muslim, serta tidak 
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KEDUDUKAN KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM 
PUTUSAN NOMOR: 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg 
A. Kronologi Kejadian 
       Bahwa terdakwa yang bernama Maisaroh pada hari senin, tanggal 
15 Agustus 2016 bertempat di Jalan Kaliurang Kota Malang telah 
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak terdakwa yang bernama 
Farhan Diawan dan Marsham Mahendra yang masih di bawah umur, dengan 
cara menyuruh kedua anaknya tersebut untuk mengamen. Kemudian, uang 
hasil mengamen tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
Pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan di atas, dua orang 
personel Polres Malang Kota atas nama Ruli Adi Susanto dan Dani Harianto 
Wibowo melakukan pengamanan terhadap para pengamen dan orang tuanya 
yaitu, saksi Farhan Diawan dan Marsham Mahendra beserta orang tuanya 
yaitu terdakwa Maisaroh. Saat itu, saksi Farhan Diawan dan Marsham 
Mahendra sedang mengamen dipersimpangan Jalan Kaliurang. 
       Saksi Farhan Diawan dan Marsham Mahendra melakukan 
kegiatan mengamen setiap harinya setelah pulang sekolah yaitu, pada pukul 
170.00 hingga pukul 21.00 WIB. Saksi Farhan Diawan mendapatkan uang 
hasil mengamen setiap harinya sekitar Rp. 60.000,00, dan perbulannya sekitar 
Rp. 1.800.000,00. Sementara adiknya yaitu saksi Marsham Mahendra 



































mendapatkan Rp. 40.000,00 setiap harinya, dan perbulannya sekitar Rp. 
1.200.000,00. Keseluruhan uang dari hasil mengamen tersebut diserahkan 
kepada terdakwa untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari 
dan juga untuk uang jajan saksi. 
 
B. Dakwaan 
       Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi Farhan Diawan dan 
saksi Marsham Mahendra yang masih di bawah umur untuk mengamen, 
bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang 
seharusnya mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 
       Perbuatan terdakwa Maisaroh sebagaimana diatur dan diancam 
pidana Pasal 88 jo Pasal 76 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak.  
       Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah 
mengajukan saksi-saksi antara lain: 
1. Saksi Farhan Diawan 
       Saksi Farhan Diawan memberikan kesaksian bahwa saksi pernah 
dimintai keterangan di kantor Polisi, keterangan yang diberikan sudah 
benar. Selanjutnya, saksi memberikan keterangan bahwa terdakwa 
ditangkap karena terdakwa dan saksi mengamen di jalanan, kejadiannya 
pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2016 jam 19.00 WIB, bertempat di 
Jalan Kaliurang. 



































       Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat 
pengamen berupa ecek-ecek yang terbuat dari tutup botol yang sudah 
dipipihkan dan dipaku pada kayu kecil, kemudian barang bukti berupa 10 
(sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00, 1 (satu) lembar uang 
pecahan Rp. 5.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00, 33 (tiga 
puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,00, 27 (dua puluh tujuh) keping 
uang pecahan Rp. 200,00, 11 (sebelas) keping uang pecahan Rp. 200,00. 
Bahwa saksi Farhan mengamen sejak tahun 2014, dan saksi Farhan 
mengamen tidak sendirian, akan tetapi saksi mengamen bersama adiknya 
yaitu saksi Marsham Mahendra. Saksi Farhan mengamen disekitaran Jalan 
Kaliurang dan disekitaran Comborani. Dia mengamen setiap hari mulai 
pukul 17.00 hingga pukul 21.00 WIB dengan pendapatan setiap harinya 
rata-rata sebanyak Rp. 60.000,00. Kemudian uang hasil mengamen 
tersebut, oleh saksi disetorkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
2. Saksi Marsham Mahendra 
       Saksi Marsham pernah dimintai keterangan di kantor Polisi, bahwa 
terdakwa ditangkap karena terdakwan dan saksi mengamen di jalanan. 
Kejadinnya pada hari Seni, tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.00. saksi 
mengamen di Jalan Kaliurang dengan menggunakan ecek-ecek. 
Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengamen 
berupa ecek-ecek yang terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan 
dipaku pada kayu kecil, kemudian barang bukti berupa 10 (sepuluh) 



































lembar uang pecahan Rp. 2.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 
5.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00, 33 (tiga puluh tiga) 
keping uang pecahan Rp. 500,00, 27 (dua puluh tujuh) keping uang 
pecahan Rp. 200,00, 11 (sebelas) keping uang pecahan Rp. 200,00. 
       Saksi Marsham mengamen sejak tahun 2014, bahwa saksi mengamen 
tidak sendirian melainkan bersama dengan kakanya, yaitu saksi Farhan 
Diawan, saksi mengamen di sekitaran Jalan Kaliurang dan di sekitaran 
Comborani. Saksi mengamen setiap hari mulai pukul 17.00 hingga pukul 
21.00 WIB dengan pendapatan setiap harinya sekitar Rp. 40.000, 00. Dari 
keseluruhan uang hasil mengamen, saksi setorkan kepada terdakwa dan 
dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 
3. Saksi Kardi 
       Saksi Kardi memberikan kesaksian bahwa terdakwa ditangkap karena 
terdakwa dan anak-anaknya mengamen di jalanan, kejadiannya pada hari 
Senin, 15 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB. Bahwa saksi baru tahu 
bahwa anak di bawah umur bekerja di jalanan itu dilarang, saksi tahu 
bahwa tugas seorang anak adalah bermain, mengaji, dan bersekolah. Saksi 
pernah menegur terdakwa untuk melarang anak-anaknya, akan tetapi 
anaknya tetap mengamen, akan tetapi terdakwa menyesali perbuatannya. 
       Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan tuntutan melalui 
surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara PDM – 233 / Mlang / Ep.2 / 11 / 2016 
yang pada pokoknya sebagai berikut: 



































1. Menyatakan terdakwa Maisaroh telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi 
secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak sesuai Pasal 88 Jo Pasal 
76 (i) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Maisaroh dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam 
tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengamen berupa ecek-
ecek dirampas untuk dimusnahkan, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 
2.000,00., 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00., 3 (tiga) lembar 
uang peacahan Rp. 1.000,00., 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,00., 
33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,00., 27 (dua puluh tujuh) 
keping uang pecahan Rp. 200,00., dan 11 (sebelas) keping uang pecahan 
Rp. 200,00. Dirampas untuk Negara. 
4. Menetapkan bila terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana, 
maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu 
rupiah). 
 
C. Kedudukan Kesaksian Anak di Bawah Umur 
      Sebagaimana diketahu dalam dakwaan, bahwasanya jaksa 
penuntut umum dalam rangka membuktikan bahwa terdakwa memang 



































bersalah telah mendatangkan saksi-saksi yang diperdengarkan kesaksiannya 
di dalam persidangan. Saksi-saksi tersebut diantaranya terdapat yang masih di 
bawah umur, yaitu saksi Farhan dan saksi Marsham. Kedua saksi anak di 
bawah umur ini telah memberikan kesaksiannya di dalam persidangan, dan 
kesaksian mereka didengarkan serta menjadi salah satu acuan bagi Majelis 
Hakim dalam memutuskan perkara ini. 
Sebenarnya keterangan saksi yang tidak diambil sumpahnya tidak 
dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan memang bukanlah alat bukti yang sah 
akan tetapi, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan 
pengecualian yang terdapat dalam Pasal 171 KUHAP dimana dalam pasal ini 
keterangan anak di bawah umur bisa diberikan tanpa sumpah. Meski 
demikian, dalam penjelasan dari pasal ini, keterangan saksi anak di bawah 




Kemudian, dapat juga terlihat bahwasanya Majelis Hakim dalam 
memutus perkara ini juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 huruf (b) 
KUHAP, bahwasanya yang pertama-tama didengarkan keterangannya adalah 
korban yang menjadi saksi.
96
 Memang dalam perkara ini saksi Farhan dan 
saksi Marsaham merupakan korban yang menjadi saksi juga. 
D. Amar Putusan 
       Mengingat, Pasal perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana Pasal 88 Jo Pasal 76 (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
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2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili: 
1. Menyatakan terdakwa Maisaroh telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi 
secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maisaroh dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. 
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 
5. Menyatakan barangbukti berupa, 
a. 1 (satu) buah alat pengamen berupa ecek-ecek yang terbuat dari tutup 
botol yang sudah dipipihkan dan dipaku dikayu kecil dirampas untuk 
dimusnahkan. 
b. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00. 
c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00. 
d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00. 
e. 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,00. 
f. 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,00. 
g. 27 (dua puluh tujuh) keping uang pecahan Rp. 200,00. 
h. 11 (sebelas) keping uang pecahan Rp. 200,00. 



































Dirampas untuk negara. 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima 
ribu rupiah). 
       Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari senin, tanggal 21 November 
2016, oleh Rightmen MS Situmorang, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, 
Benny Sudarsono, SH, MH dan Ratna Mutia Rinanti, SH, M.Hum masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas 
dibantu oleh Mohan Ayusta Wijaya, SH sebagai Panitera Pengganti dan 
dihadiri oleh Herlina, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 



















































































ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 
KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 623 / 
Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg) 
A. Analisis Kedudukan Kesaksian Anak di Bawah Umur dalam Putusan 
Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg 
Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg merupakan putusan 
mengenai kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah 
umur. Dalam putusan ini, terdapat tiga orang saksi yang dimintai keterangan 
oleh Majelis Hakim dan diantara ketiga saksi tersebut, terdapat dua orang 
saksi yang masih di bawah umur dan satu saksi lainnya merupakan orang 
dewasa.  
Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa dalam 
memberikan kesaksian dimuka pengadilan, anak di bawah umur tidak bisa 
diambil sumpahnya sedangkan kesaksian yang dianggap sah adalah kesaksian 
yang diberikan di bawah sumpah. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam 
Pasal 160 Ayat (3) yang berbunyi “sebelum memberi keterangan, saksi wajib 
mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, 
bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain 
daripada yang sebenarnya”. Dari bunyi Pasal tersebut jelas bahwa seorang 
saksi wajib memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara 
yang diatur oleh agamanya masing-masing. 



































Dalam pandangan penulis, Hakim dalam memutuskan perkara ini 
menggunakan ketentuan pengecualian yang ada dalam Pasal 171 Huruf (a) 
KUHAP, dalam Pasal tersebut dijelaskan yang boleh diperiksa untuk 
memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 
lima belas tahun dan belum pernah kawin. Jika dilihat pada penejelasan Pasal 
171 KUHAP keterangan yang diberikan oleh saksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 171 bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi keterangan 
mereka hanya digunakan sebagai petunjuk.  
Agar dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, 
penambah keyakinan hakim, atau sebagai petunju diperlukan adanya alat 
bukti yang sah terlebih dahulu, dengan ketentuan paling sedikit telah terdapat 
dua alat bukti yang sah, serta adanya persesuaian antara keterangan yang 
diberikan oleh anak di bawah umur dengan keterangan saksi lainnya. 
Untuk menelaah hal tersebut, penulis uraikan keterangan yang telah 
diberikan oleh saksi Farhan dan saksi Marsham. Keduanya, merupakan saksi 
korban yang telah dimintai keterangannya di dalam sidang. Saksi Farhan 
memberikan keterangan bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa dan 
saksi mengamen di jalanan, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 
2016 jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kaliurang. Bahwa saksi mengetahui 
barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengamen berupa ecek-ecek yang 
terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan dipaku pada kayu kecil, 
kemudian barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 
2.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00, 3 (tiga) lembar uang 



































pecahan Rp. 1.000,00, 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,00, 
27 (dua puluh tujuh) keping uang pecahan Rp. 200,00, 11 (sebelas) keping 
uang pecahan Rp. 200,00. 
Bahwa saksi Farhan mengamen sejak tahun 2014, dan saksi Farhan 
mengamen tidak sendirian, akan tetapi saksi mengamen bersama adiknya 
yaitu saksi Marsham Mahendra. Saksi Farhan mengamen disekitaran Jalan 
Kaliurang dan disekitaran Comborani. Dia mengamen setiap hari mulai pukul 
17.00 hingga pukul 21.00 WIB dengan pendapatan setiap harinya rata-rata 
sebanyak Rp. 60.000,00. Kemudian uang hasil mengamen tersebut, oleh saksi 
disetorkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. 
Demikian pula yang disampaikan oleh saksi Masham, bahwa saksi 
menyatakan terdakwa ditangkap karena mengamen di Jalan kaliurang, 
kejadiannya pada tanggal 5 Agustus 2016 pada pukul 19.00 WIB. Saksi juga 
mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang, sebagaimana yang 
telah diketahui pula oleh saksi Farhan. Saksi juga mengaku bahwa dirinya 
mengamen tidak sendiri, melainkan bersama dengan kakak saksi yaitu 
Farhan, uang hasil dari mengamen kemudian diberikan semua kepada Ibu 
saksi dalam hal ini terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Terhadap pengecualian dalam Pasal 171 yang diuraikan di atas, M. 
Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa nilai keterangan saksi 
yang dimaksud dalam Pasal 171 tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti 





































 Tanpa melupakan penjelasan Pasal 171 KUHAP, penulis 
berpendapat bahwa keterangan saksi anak di bawah umur bukan merupakan 
alat bukti yang sah, tetapi keterangan ini dapat dijadikan sebagai penambah 
keyakinan hakim dalam memutuskan perkara dan sebagaimana dalam 
penjelasan Pasal 171 KUHAP bahwa keterangan ini dapat digunakan sebagai 
petunjuk. 
Karena keterangan yang diberikan oleh anak di bawah umur adalah 
bukan alat bukti yang sah, maka penulis melihat perlu untuk diperdengarkan 
kesaksian dari orang dewasa yang dibawah sumpah. Dalam Putusan ini 
terdapat seorang saksi yang merupakan orang dewasa, yakni saksi Kardi. 
Hanya saja, hal ini berseberangan dengan asas unus testis nulus testis atau 
satu saksi bukan saksi. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 
Ayat (2) KUHAP ”keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 
padanya. Oleh karena itu, keterangan dari seorang saksi saja, tidak cukup 
membuktikan suatu tindak pidana tetapi keterangan tersebut bisa 
membuktikan sebagian saja. 
Saksi Kardi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui bahwa 
terdakwa ditangkap karena terdakwa dan anak-anaknya mengamen di jalanan, 
kejadiannya pada hari Senin, 15 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB. 
Bahwa saksi baru tahu bahwa anak di bawah umur bekerja di jalanan itu 
dilarang, saksi tahu bahwa tugas seorang anak adalah bermain, mengaji, dan 
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bersekolah. Saksi pernah menegur terdakwa untuk melarang anak-anaknya, 
akan tetapi anaknya tetap mengamen, akan tetapi terdakwa menyesali 
perbuatannya. 
Sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, sebenarnya telah 
terdapat persesuaian antara keterangan saksi Farhan, saksi Marsham yang 
merupakan saksi korban yang juga masih di bawah umur dengan keterangan 
saksi Kradi. Hanya saja saksi Farhan dan saksi Marsham merupakan anak 
dari terdakwa, sehingga menurut penulis hal ini perlu dipertimbangkan 
dengan Pasal 168 KUHAP. Bahwa Pasal 168 KUHAP menjelaskan ”kecuali 
ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar 
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi a. Keluarga 
sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat 
ketiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, b. Saudara 
dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau 
saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan 
dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, c. Suami atau isteri 
terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa. Pasal tersebut, berarti menjelaskan bahwa keterangan dari saksi 
yang masih berhubungan darah atau berhubungan dalam garis keturunan 
tidaklah dapat didengar. Selain itu, saksi yang masih memiliki hubungan 
kekeluargaan dengan terdakwa harusnya mengundurkan diri sebagai saksi.  
Bila hanya terdapat seorang saksi saja, maka diperlukan alat bukti 
yang sah lainnya untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dalam Putusan 



































sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat pengakuan terdakwa atas 
tindakannya menyuruh anak-anaknya untuk mengamen di Jalan Kaliurang. 
Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa menyuruh 
mengamen anaknya, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, 
bertempat di Jalan Kaliurang, sekitar pukul 19.00 WIB. Bahwa anak terdakwa 
bernama Farhan Diawan Cahyono dan Marsham Mahendra. 
Selain itu, terdakwa juga mengakui bahwa uang hasil mengamen dari 
anak-anak, oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Pekerjaan terdakwa sebagai buruh cuci pakaian, terdakwa 
memiliki delapan orang anak dan terdakwa membesarkan anak-anaknya 
sendirian, karean suami meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah. 
Terdakwa tahu bahwa anak terdakwa masih di bawah umur, dan terdakwa 
merasa menyesal. 
Jika dilihat dari uraian tersebut, maka Penulis berpendapat bahwa 
telah ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, baik dari saksi Kardi 
maupun dari keterangan saksi-saksi anak di bawah umur yaitu saksi Farhan 
dan saksi Marsham. Meskipun posisi saksi Farhan dan saksi Marsham 
merupakan anak dari terdakwa, yang mana dalam ketentuan Pasal 168 (a) 
dijelasakan bahwa keterangan tersebut tidak dapat didengar, Penulis 
menganalisa bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, tetap 
mendengar kesaksian mereka berdasarkan ketentuan Pasal 160 (b) bahwa 
“yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi 
saksi”. Maka, dalam pandangan Penulis, tidak terdapat permasalahan dalam 



































hal pemeriksaan oleh Mjelis Hakim terhadap putusan ini. Hal ini dikarenakan 
meski keterangan dari saksi Farhan dan saksi Marsham bukan merupakan 
alatbukti yang sah, tetapi keterangan mereka masih bisa digunakan sebagai 
tambahan alat bukti yang sah lainnya, sebagai petunjuk, maupun penambah 
keyakinan hakim dengan syarat terdapat persesuaian dengan keterangan saksi 
Kardi. Kemudian, meski hanya keterangan saksi Kardi saja yang merupakan 
alat bukti yang sah, sebagaimana telah Penulis jelaskan bahwa keterangan 
seorang saksi saja belum cukup membuktikan keseluruhan perbuatan yang 
didakwakan pada terdakwa melainkan hanya membuktikan sebagian saja, hal 
ini telah bisa diterima karena telah ada alat bukti lain yaitu keterangan 
terdakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (3) ”ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan 
suatu alat bukti yang sah lainnya”. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 
bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara dibutuhkan sekurang-
kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, dan dalam putusan ini, 
sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP tidaklah 
terdapat masalah. 
 
B. Analisis Kedudukan Kesaksian Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan 
Hukum Pidana Islam 
Sebelumnya, Penulis telah memaparkan analisis mengenai kedudukan 
kesaksian anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / 
PN. Mlg dalam sudut pandang KUHAP atau hukum positif yang berlaku di 



































Indonesia. Kali ini, Penulis akan memaparkan kedudukan kesaksian anak di 
bawah umur dalam sudut pandang hukum pidana Islam. 
Dalam hukum pidana Islam, seorang saksi yang dimintai 
keterangannya harus memenuhi kriteria saksi. Sebagaimana telah diurakan 
sebelumnya, diantara kriteria saksi dalam hukum pidana Islam adalah adil, 
berakal, dan dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah 
disepakati oleh ahli fiqih sebagai kriteria seorang saksi yang dapat 
didengarkan keterangannya. 
Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan dewasa, hal ini 
dikarenakan orang yang gila atau yang akalnya terganggu tidak dapat 
diterima kesaksiannya sebab mereka tidak akan mampu memberikan 
keterangan secara baik dan kebenarannya juga diragukan. Demikian pula 
dengan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka tidak bisa didengar 
kesaksiannya, sebab mereka dalam memberi keterangan sangat mudah 
dipengaruhi dengan tekanan-tekanan, dan terkadang juga tidak ditemukan 
persesuaian diantara keterangan mereka. 
Selain itu, syarat atau kriteria sebagai seorang saksi juga harus adil, 
dan diantara sayarat keadilan itu adalah kedewasaan. Hal ini telah disepakati 
oleh jumhur ulama, bahwa dewasa merupakan salah satu syarat keadilan. 
Oleh sebab itu, kesaksian anak-anak tidak dapat diterima sebab tidak 
memenuhi unsur keadilan. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat 
diantara ulama, tentang kesaksian anak di bawah umur. Imam Malik 
memperbolehkan kesaksian mereka dalam perkara pelukaan atau 



































penganiayaan selama mereka masih berada satu tempat dan belum terpisah 
satu dengan yang lain. Adapun pendapat ulama seperti Imam Syafi‟i, Abu 
Hanifah, dan Ahmad, mereka mutlak menolak kesaksian anak di bawah umur. 
Demikian pulan diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib membolehkan 
kesaksian anak terhadap anak sebagaimana diterimanya kesaksian budak 
terhadap budak lainnya. 
Dalam hal ini, Penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi‟i, 
Abu hanifah, dan Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak di 
bawah umur. Seabab sebagai seorang saksi memang diperlukan yang adil, 
berakal, dan dewasa. Jika salah satu dari sarat tersebut tidak terpenuhi, maka 
tidak bisa diambil keterangannya sebagai seorang saksi karena syarat-syarat 
sebagai seorang saksi tidak terpenuhi. 
Selain itu, anak di bawah umur juga belum cakap hukum, sehingga 
terhadap mereka belum bisa dikenai kewajiban-kewajiban hukum atau syara’. 
Hal ini bisa dilihat bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak mendapat 
dosa karena meninggalkan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajian lain yang 
disyariatkan. Oleh sebab itulah, Penulis berpandangan bahwa terhadap anak 
di bawah umur tidak dapat didengar kesaksiannya, sebab jika mereka 
berbohong dalam memberikan kesaksiannya, maka terhadap mereka tidak 
bisa dikenakan hukuman atau mereka tidak berdosa atas kebohongannya. 
Maka menurut Penulis, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan 
Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg., Hakim sebaiknya meminta agar 
didatangkan saksi yang sesuai dengan kriteria adil, berakal, dan dewasa, 



































meskipun telah ada, tetapi hanya satu orang saja. Penulis beranggapan bahwa 
perlu bagi Hakim untuk meminta didatangkan lagi setidaknya seorang lagi 
saksi yang berakal dan dewasa agar dapat terpenuhi syarat-syarat pembuktian 
dengan alat bukti saksi setidaknya dengan dua orang saksi. Sebagai mana 
Firman Allah dalam alquran surah albaqarah ayat 282 yang berbunyi: 
…                       
                       … 
Artinya: … Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil…98 
 
Dari dalil diatas telah diketahui bahwa setidaknya terdapat dua orang saksi 
laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang diridhai, 
agar dapat menguatkan persaksian satu dengan yang lain. Terhadap putusan 
yang telah diuraikan sebelumnya hanya terdapat seorang saksi laki-laki saja 
dengan dua saksi anak yang masih di bawah umur. 
Selain itu, dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 623 / 
Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg adalah seorang ibu kandung dengan anaknya 
sendiri. Ini dapat dibuktikan dengan membaca keterangan yang diberikan 
oleh saksi Farhan dan saksi Marsham, bahwa mereka mengamen dan uang 
hasil mengamen diberikan seluruhnya kepada terdakwa untuk memenuhi 
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Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta 
Aksara, 1993), 70. 
 
 



































kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini Penulis juga memandang, meskipun 
anak tersebut sebagai korban, dalam hukum pidana Islam tidak dapat diterima 
kesaksian anak terhadap orang tuanya, demikian pula kesaksian orang tua 
terhadap anaknya. Sehingga, menurut Penulis sangatlah diperlukan saksi 
diluar tersebut dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi. 
Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg meruakan kasus 
eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam hukum pidana Islam, ulama yang 
memperbolehkan kesaksian anak di bawaha umur yaitu Imam Malik, itu juga 
terhadap kasus penganiayaan saja, dan dengan syarat anak-anak tersebut 
belum terpisah tempat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib membolehkan 
kesaksian anak terhadap anak, bukan anak terhadap orang tuanya. Sebab, 
kesaksian anak terhadap orang tuanya tidak dapat diterima, demikian 
kesaksian orang tua terhadap anaknya juga tidak dapat diterima. Sehingga 
dalam hal ini, dalam perspektif hukum pidana Islam, putusan tersebut dapat 
dikatakan tidak sah, dikarenakan menggunakan kesaksian anak di bawah 
umur sebagai dasar memutuskan dimana terdapat seorang saksi yang dewasa. 
Dari segi jumlah, bahwa dala putsan ini hanya terdapat dua orang 
saksi anak di bawah umur, sedangkan ulama yang membolekan kesaksian 
anak di bawah umur untuk didengarkan mensyaratkan bahwa kuantitasnya 
lebih dari dua orang anak, dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan,
99
 
kesaksiannya terhadap orang dewasa bahwa ia telah membunuh temannya, 
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Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Thuruq al-Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, Terjemah 
Adnan Qohar dan  Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, 296 - 297. 
 



































atau kesaksiannya terhadap temannya bahwa  dia telah membunuh seorang 
dewasa tidak dapat diterima.
100
 
Seharusnya Majelis Hakim dapat meminta kepada Penuntut Umum 
agar dihadirkan saksi satu orang dewasa lagi agar dapat membuktikan suatu 
tindak pidana yang didakwakan secara menyeluruh serta tercapai keadilan 
dalam memutuskan sebuah perkara. 
                                                          
100
Ibid, 297. 





































1. Kedudukan kesaksian anak di bawah unur dalam Putusan Nomor 623 / 
Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak. 
       Bahwa yang dimaksud dengan kesaksian anak di bawah umur dalam 
Putusan Nomor 623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg adalah kesaksian yang 
diberikan oleh seorang anak yang belum cukup berusia lima belas tahun 
atau belum pernah kawin dalam hal ini yang dimaksud adalah kesaksian 
yang diberikan oleh saksi Fahan Diawan dan saksi Marsham Mahendra. 
       Bahwa kedudukan kedua saksi tersebut bukan merupakan alat bukti 
yang sah. Tetapi, menurut KUHAP adalah sebagai petunjuk, sebagaimana 
yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP, serta dapat pula 
sebagai tambahan alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 
185 Ayat (7) KUHAP, dan dapat pula menjadi penambah keyakinan 
Hakim dalam memutuskan perkara seperti yang terdapat dalam Pasal 161 
Ayat (2) KUHAP. 
2. Kedudukan kesaksian anak di bawah umur dalam perspektif hukum 
pidana Islam. 
       Dalam pandangan hukum pidana Islam, seorang saksi haruslah 
memiliki beberapa kriteria yang diantaranya adalah adil, berakal, dan 
dewasa. Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang saksi adalah sifat 
adil, dimana dewasa dan berakal adalah salah satu syarat adanya sifat adil. 



































Sehingga, kesaksian anak di bawah umur berarti tidak dapat diterima, 
karena terhadap mereka belum memenuhi syarat dewasa, berakal, dan 
adil. Serta, mereka juga belum bisa dikenakan kewajiban-kewajiban 
hukum, atau dengan kata lain mereka belum cakap hukum. 
       Selain itu, dalam hal perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 
623 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mlg kesaksian anak terhadap orang tuanya 
dalam hukum pidana Islam juga tidak dapat diterima sebagaimana 
tidakpula bisa diterima kesaksian orangtua terhadap anaknya. adapun 
kesaksian anak bisa diterima hanya kepada sesama anak, dalam kasus 
pembunuhan dan penganiayaan, jumlah mereka lebih dari dua orang, serta 
mereka belum berpisah satu dengan lainnya. 
B. Saran 
Saran Penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini, 
sebaiknya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keberadaan saksi-saksi 
yang dewasa, atau saksi-saksi yang bisa diambil sumpahnya sehingga suatu 
tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti secara keseluruhan. Meskipun 
telah terdapat dua lat bukti yang sah, lebih baiknya apabila Majelis Hakim 
dalam memutuskan memerlukan dua orang saksi yang disumpah, sehingga 
keterangan saksi anak di bawah umur yang bukan merupakan alat bukti yang 
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